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Pasal 1

Dalam Perang@n Menter: ini yang dimaksud dengan :

1.

[98)

~J

Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem  jaringan Jjalan primer vang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau ibukota
kabupaten kota/kota, dan jalan strategis provinsi.

Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem Jaringan jalan primer yang tidak
termasuk’ﬁsebagai jalan nasional dan Jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota
kabupatén dengan 1bukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan iokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem
Jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten. dan jalan strategis kabupaten.

>
Jalan kota adalah jalan umum dalam  sistem jaringan jalan sekunder van

a



10.

11.

12.

13

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20,

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan
dengan; persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat
permukiman yarig berada di dalam kota.

Pembaxjghnan jalan adalah kegiatan penyusunan dan bimbingag teknis standar dan
pedoma;nig» pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi
pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan
pemantayan dan evaluas; kinerja pembangunan jalan.

Preservasi jalan' adalah kegiatan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan
pedoman: teknik preservasi jalan, pembinaan teknik preservasi jalan serta pelaksanaan
pemantauan dan évaluas; kinerja preservasi jalan.

Produsen; adalah badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan Republik
Indonesia bergerak dj bidang produksi asbuton, termasuk sub-kontraktor yang
menyedigkan jasa pengadaan bahan asbuton.

Sp&siﬁkga;si adalah bagian dari ketentuan teknis yang berupa pemyataan pasti dan
serangkigigm persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur-prosedur agar persyaratan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Pendampingan Teknis adalah kegiatan pembinaan, bimbingan teknik, pelatihan, dan
supervisi iproses pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan atay pembangunan jalan yang
menggunakan bahan asbuton

Pemantzifu%m dan Evaluasi adalah kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana,
program, dan pelaksanaan pembangunan dan jalan yang menggunakan bahan asbuton
Satuan kerja adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementenan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan satu atay
beberapa kegiatan dari suaty program pembangunan dan/atay preservasi jalan.

Unit Pelksana Teknis/Balai adalah organisasi yang bersifat mandir yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atay tugas teknis penunjang tertentu
dari organisasi induknya.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah
sebagai 1;11';5ur penyelenggara pemerintah daerah

Menten :ada]ah Menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 2

Peraturan .Menteri in; dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait di lingkungan
Pemerimah Pusat dan Daerah serta mitra usaha dalam mengupavakan peningkatan penggunaan

asbuton untuk pembangunan dan preservasi Jalan secara efektif. efisien. transparan. akuntabel.
dan berkelanjutan

Peraturan Menter in; bertujuan untuk

a. Menwngkatkan Penggunaan asbuton sebagai bahan jalan vang berkualitas. Konsisten dan
berkelanjutan

b. Menjamin ketersediaan pasokan asbuton sebagai bahan tambah. bahan substitusi. ataupun



bahan pengganti aspal minyak
¢. Meningkatkan manfaat ekonomi dan kemandirian industri asbuton bagi masyarakat dan
lingkningan setempat.

Pasal 3 ‘
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Penggunaan Aspal Buton;
b. Pemb{n:éan Teknis;
c. Pengadaan Aspal Buton;
d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB 11

PENGGUNAAN ASPAL BUTON

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4
Menteri melakukan pembinaan terkait penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Pasal 5

(1) Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan ruas-ruas jalan nasional yang akan menggunakan

asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

(2) Kepala Sqtuan Kerja dapat menggunakan asbuton untuk ruas Jalan nasional selain yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Balai Bc;sér/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menetapkan jenis-jenis teknologi asbuton yang sesuai

dengan kondisi lapangan.

(4)  Penyelenggara Jalan Daerah menetapkan ruas-ruas jalan daerah yang akan menggunakan asbuton

untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.

(5)  Jenis-jenis teknologi asbuton vang ramah lingkungan dan padat karya diprioritaskan

penggunaannya sesuai dengan kondisi lapangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan Aspal Buton

Pasal 6

(1) Penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi Jalan harus menggunakan asbuton

olahan

(2) Teknologi perkerasan jalan yang menggunakan asbuton terdiri dan asbuton campuran
panas, asbuton campuran hangat, asbuton campuran panas hampar dingin (Cold Paving



)
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Homix.Asbuton), Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA), Cape Buton Seal dan Lapis
Tipis Asbuton Butur (Butur Seal).

Dalam hal diperoleh tek.islogi baru perkerasan jalan yang menggunakan asbuton yang telah
diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, penggunaannya dapat diusulkan kepada
Direktorat Jenderal Bina Marga,

Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan asbuton secara terinci mengikuti
standar; petunjuk, dan pedoman teknis yang berlaku.

Setiap produk asbuton yang digunakan untuk pembangunan dan preservasi Jalan harus dari
produsen yang sudah memperoleh sertifikasi dan instansi/lembaga/badan hukum yang
memilikiISO/IEC 17026:2005.

Ketentuan teknis mengenai jenis campuran asbuton tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. '

BAB 11
PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 7

Dalam rangka tata kelola penggunaan bahan asbuton untuk pembangunan dan/atau

preservasi jalan, Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis meliputi kegiatan

diseminasi, sosialisasi dan pendampingan teknis.

Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan sosialisasi program penggunaan asbuton

untuk ﬁqmbangunan dan/atau preservasi jalan kepada UPT/balai, satuan kerja dan

penyelenggara jalan daerah.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan:

a. Pembinaan kepada penyedia jasa dan produsen asbuton dalam penggunaan asbuton
untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan;

b. Pengelolaan rantai pasok asbuton untuk ketersediaan asbuton secara
ber}kfésinambungan sesuai dengan kebutuhan. .

Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan diseminasi dan pendampingan

teknis kepada UPT/balai, satuan kerja dan penyelenggara jalan daerah tentang teknologi,

pelaksanaan, standarisasi teknis penggunaan asbuton dan kajian kelayakan ekonomi

penggunaan bahan asbuton.

Badan Péngembangan Sumber Daya Manusia melaksanakar sosialisasi dan pembtnaan

teknis kepada UPT/ balai. satuan kena dan penyelenggara Jjalan-jalan daerah tentang

teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknis penggunaan asbuton.

BAB IV
PENGADAAN ASPAL BUTON
Pasal 8

Tata cara pengadaan asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi Jalan mengikuti ketentuan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Kepala Satuan Kena Pelaksana Jalan Nasional berkewapiban memvusun dokumen pclaksanaan



secara efektif dan efisien sehingga pembangunan dan/atau preservasi jalan tidak terganggu oleh
proses pengadaan asbuton di lapangan.

(3) Dalam rangka mengendalikan ketersediaan asbuton, uirektorat Jenderal Bina Marga melakukan
koordinasi dengan Direktorat Bina Konstruks:

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) Direh@rgt Jenderal Bina Marga melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

2) Direktcfxét Jenderal Bina Konstruksi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
(3) Badan I:’énelitian dan Pengembangan melakukan pemantauan dan evaluasi hasil diseminasi

penggunaan asbuton;

(4) Badan ;gengembmgm Sumber Daya Manusia melakukan pemantavan dan evaluasi
pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada UPT/ balai, satuan kerjan dan
penyelefnfggara Jalan-jalan daerah tentang teknologi, pelaksanaan, standarisasi teknis
penggunaan asbuton;

(5) Hasil pérfxantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) dilaporkan kepada Menteri:

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada akhir tahun anggaran,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
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Lampiran Permen PU-PR

(Alternatif 1)

Tabel: Jenis-jenis Teknologi Perkerasan Jalan Asbuton

= Kriteria
No. Jenis Campufan i Penggunaan Alat Khusus
Asbuton
I i {4
Asbuton J J ' N Silo filler/Bin khusus,
B5/20 Breaker
Ashuton v v v Bin khusus, Breaker
B 50/30
Asbuton Campuran
s ‘ p Laston Asbuton
anas . : ;
' Semi N v v Mixer aspal,
ekstraksi
Asbuton .
e v v v Silo filler,
Asbuton B J J Silo filler/Bin khusus,
2 Asbuton Campuran . 5/20 Breaker
: '+ Hongat Asbuton 8 v v 8in khusus, Breaker
50/30 !
Asbqt?n Campu.rar] Asbuton B
3. | Panag Hampar Dingin | Laston 50/30 v oI~ -
(CPHMA)
4 o
Lapis Penetrasi
4. | Makadam Asbuton [ Penetrasi AS: (;’;; on B v iV Breaker
~ {LPMA)
' Asbuton B
L Cap T
5 ape Buton Seal Laburan 50/30 N Breake
Asbuton ’
6. Bqtur Seal Laburan 850,30 v Breaker
Catatan: | = berat >10 Juta ESAL; Il = Sedang 1-10 Juta ESAL; 1l =Ringan < 1 juta ESAL




Lampiran Permen PU-PR

(Alternatif 2)

Tabel: Jenis-jenis Teknologi Perkerasan Jalan Asbuton

No. Jenis Campuran lenis Asbuton
; Asbuton B 5/20
1. Asbuton Campuran Panas Laston Eo Ut

’ Asbuton Semi Ekstraksi

Asbuton Murni

2. Asbuton Campuran Hangat Laston fgtidtao B 526
R Asbuton B 50/30
3 Ast;tégngAC)ampuran -Panas Hampaj Dingin Laston Asbuton B 50/30
4. | LapisiPenetrasi Makadam Asbuton (LPMA) Penetrasi Asbuton B 50/30
5. | Cape {Bbton Seal Laburan Asbuton B 50/30
6. | ButurSeal Laburan Asbuton B50/30




